
88 | Jurnal Revolusi Ekonomi dan Bisnis (JREB) - EISSN: 23784812 

 

 

 

 

 

PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM RANGKA 

PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG 

Kevin Elice Luji 

evinludji07@gmail.com 

Universitas Nusa Cendana 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten 

Kupang serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penatausahaan aset tetap sehingga 

pemerintah Kabupaten Kupang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data yaitu uji 

kredibilitas data, transferability, dan dependability. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip 

yang berlaku. Manajemen aset yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan pengendalian 

serta pengawasan telah dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih 

terdapat permasalahan dan kelalaian dari aparatur pada satuan kerja. Sumber Daya Manusia dan bukti 

kepemilikan aset tetap yang kurang cukup masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu 

dilakukan perbaikan secara terus menerus. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan makan 

diperlukan bimbingan teknis, penelusuran aset tetap, rekonsiliasi aset tetap, terus melakukan tindak 

lanjut temuan BPK yang belum diselesaikan, serta melakukan sinkronisasi data aset tetap pada 

aplikasi SIMDA BMD dan LKPD. 

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap, Kualitas Laporan Keuangan, Opini BPK.    

PENDAHULUAN  

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam suatu Pemerintahan Daerah. 

Aset tetap harus disajikan secara tepat agar tidak terjadi kecurangan dari berbagai oknum 

dalam pengelolaannya. Penyajian Aset Tetap pada instansi pemerintah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

dinyatakan dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. 

Standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (SAP No. 7 paragraf 5). Aset sebagai 

pendukung keberhasilan entitas/pemerintahan memiliki berbagai macam bentuk fisik 

diantaranya tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; 

dan konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya; (SAP No 7 paragrap 7). 

Pertanggungjawaban dalam mengelola barang milik daerah disampaikan oleh petugas 

yang berwenang di daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam hal ini 

Pemerintah harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang mengandung informasi 

keuangan yang berkualitas, sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas kepengurusan sumber daya ekonomi, yang dimana komponen aset daerah/barang milik 

daerah yang ditampilkan merupakan salah satu bagian dari neraca dalam laporan keuangan 

pemerintah yang sifatnya vital dalam laporan keuangan. Setelah membuat Laporan 

Keuangan maka laporan tersebut akan dinilai kualitasnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Standar akuntansi pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan yang 

berkualitas memenuhi karakteristik relevansi, reliabilitas, komparabilitas dan kejelasan 

(Fauzi, 2019). BPK akan mengeluarkan empat jenis pemberitahuan: Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), penolakan 
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untuk memberikan pemberitahuan (disclaimer). Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya 

sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, 

transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini WTP terhadap 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan 

mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang 

dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan 

bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK. 

Kabupaten Kupang sendiri memiliki aset daerah yang banyak dan tersebar di beberapa 

Kabupaten/Kota lainnya seperti Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini 

dikarenakan adanya pemekaran Kota Kupang menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan 

pemekaran Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa aset daerah 

Kabupaten Kupang yang sudah terdata sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang 

tetapi kurang adanya bukti pendukung yang sah. Berikut Tabel data Aset Tetap yang 

disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk Tahun 

Anggaran 2019 sampai Tahun Anggaran 2021. 
Tabel 1 

Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Angkatan 2020 s/d 2022 

Komponen Saldo Akhir (Rp) 

2020 2021 2022 

Tanah 18.864.689.684  325.983.66.907  454.169.101.845 

Peralatan dan 

Mesin 
415.253.071.918 453.590.412.861  500.474.047.162,58 

Gedung dan 

Bangunan 
725.664.618.81  771.257.261.758  879.223.967.562,42 

Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan 
1.010.808.295.975 1.81.25.948.275  1.221.547.262.267,94 

Aset Tetap 

Lainnya 
47.853.646.996 51.954.759.451 51.069.569.475 

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan 

47.507.422.432 39.567.985.357 20.266.598.302, 

TOTAL 2.365.951.745.087 2.723.379.434.609 3.126.750.546.615,24 

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (data diolah, 2023) 

Tabel diatas merupakan bagian dari laporan neraca yang disajikan dalam Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah. Aset tetap yang disajikan memiliki nilai yang cukup besar 

dan sering disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK.  
Tabel 2 

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang  

Tahun Angkatan 2020 s/d 2022 

Tahun Opini BPK 

2020 Wajar Dengan Pengecualian 

2021 Wajar Dengan Pengecualian 

2022 Wajar Tanpa Pengecualian 

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemkab Kupang (data diolah, 2023) 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan satu-satunya instansi yang masih 

mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah 
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Daerah (LKPD) hingga Tahun Anggaran 2021 karena terdapat beberapa permasalahan. 

Permasalahan terbesar yang ditemukan dalam 3 tahun ini adalah belum optimalnya 

penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kupang, diketahui 

terdapat temuan pemeriksaan terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dan 

menjadi paragraf dasar opini WDP tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 pemerintah 

Kabupaten Kupang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih 

terdapat permasalahan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat permasalahan penatausahaan 

aset tetap yang belum ditindaklanjuti dikarenakan beberapa permasalahan seperti banyaknya 

aset tetap yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, tanah milik pemerintah Kabupaten 

Kupang masih banyak yang belum bersertifikat dan dikuasai pihaklain, kendaraan dan 

peralatan elektronik yang masih dikuasai oleh pegawai pensiunan dan pegawai mutasi serta 

permasalahan pencatatan pada gedung dan bangunan milik daerah. Berdasarkan uraian 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan 

kualititatif. Sugiyono (2019:26). Metode Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data 

bersifat induktif/deduktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna 

dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.  

Lokasi penelitian Kantor Pemerintah Kabupaten Kupang di civic center Oelamasi yang 

terletak di jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi. Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2023 

dan kegiatan yang akan dilakukan adalah pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian 

data. 

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018 : 335) adalah bersifat induktif, 

yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka 

dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut 

dapat diterima atau ditolak. Teknik analisis digunakan untuk memilah data yang akan dipakai 

dan disajikan dalam hasil penelitian sehingga bisa menarik kesimpulan hasil penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah unsur 

pelaksanaan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang merangkap 2 (dua) fungsi yaitu 

sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/barang dan juga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang 

mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, merumuskan dan 

melaksanakan kebijaksanaan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

serta penilaian atas pelaksanaannya.  

Penatausahaan Aset Tetap dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan 

1. Penatausahaan Aset Tetap 

Penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang dilaksanakan oleh Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dikelola oleh bidang aset. Manajemen 

Aset dalam Penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang menggunakan 
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aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dari 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengintegrasikan proses 

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu penatausahaan aset tetap. Trend opini 

Laporan Keuangan Kabupaten Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 3 

Dasar Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 

2020-2022 

 2020 2021 2022 

Opini WDP WDP WTP 

Pengecualian Aset tetap  Aset tetap - 

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2020-2021 (data diolah, 2023) 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa aset tetap menjadi sebuah 

permasalahan yang cukup serius di Pemerintah Kabupaten Kupang. BPK telah memeriksa 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020 dan 2021 dengan opini 

Wajar Dengan Pengecualian dalam Laporan Nomor 165.A/LHP/XIX.KUP/08/2021 tanggal 

6 Agustus 2021 dan nomor 196.A/LHP/XIX.KUP/07/2022 tanggal 19 Juli 2022. 

Dari ruang lingkup yang ada, peneliti akan membahas manajemen aset pada 

penatausahaan aset tetap yang ada di Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu inventarisasi aset, 

legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pembahasan 

Inventarisasi Aset 

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Kabupaten 

Kupang telah melakukan tahapan inventarisasi aset. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan 

inventarisasi aset diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kupang tentang 

Pelaksanaan Inventarisasi Aset. Surat Keputusan tersebut memuat Struktur Organisasi dan 

Nama-Nama Tim Inventarisasi beserta tugas-tugasnya. Hal ini sesuai dengan fungsi 

manajemen yaitu pengorganisasian.  

Inventarisasi aset tetap juga telah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan aturan 

yang berlaku akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Penyebab inventarisasi belum 

dilakukan dengan baik adalah terbatasnya SDM dan kurangnya kesadaran pegawai untuk 

mengembalikan aset tetap milik daerah yang digunakan selama masa kerja saat terjadi mutasi 

atau pensiun sehingga mengakibatkan petugas sulit dalam menginventarisasikan aset tetap 

tersebut. Faktor pendukung dalam inventarisasi aset adalah Sumber Daya Manusia di tingkat 

pengelola atau bidang yang melaksanakan inventarisasi aset sudah memadai sehingga dapat 

membantu bendahara barang pada tingkat satuan kerja dan meminimalisir terjadinya 

kesalahan penginventarisasian aset tetap. Bimbingan teknis dan komitmen pemerintah juga 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam inventarisasi aset. 

Legal Audit 

Permasalahan Legal Audit yang ditemui adalah kurangnya dokumen kepemilikan yang 

sah dan aset tetap yang masih dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah dimutasi. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu melakukan pengecekan 

dokumen, memasang plang tanda kepemilikan dan pilar-pilar batas pada tanah pemda. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur tentang 

pengamanan BMD yang wajib dilakukan oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau 

Kuasa Pengguna Barang. Faktor penghambat Legal Audit yang ditemui adalah kurangnya 

dokumen kepemilikan yang sah dan aset tetap yang masih dikuasai oleh pensiunan dan 

pegawai yang telah dimutasi 
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Penilaian Aset 

Pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan penilaian aset sesuai dengan teori dan 

sama dengan hasil riset oleh Nooraini, Mamulak, dan Sinurat (2022) yaitu penilaian aset 

dilakukan oleh pihak internal yang ditetapkan oleh SK Bupati dan pihak eksternal dari 

KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Faktor pendukung dalam penilaian 

aset adalah sudah terdapat SK bupati tim penilai untuk penyusunan neraca sedangkan faktor 

penghambatnya adalah belum ada tim penilai pemerintah yang bersertifikat yang melakukan 

penilaian aset untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan aset. 

Optimalisasi Aset 

Optimalisasi pengelolaan aset itu harus memaksimalkan ketersediaan aset, 

memaksimalkan penggunaan aset dan meminimalkan biaya kepemilikan. Pemerintah 

Kabupaten Kupang melakukan optimalisasi dengan cara sewa dan kerjasama pemanfaatan. 

Faktor penghambat dalam optimalisasi aset tetap yaitu keterbatasan anggaran untuk 

melakukan identifikasi potensi aset tetap yang dapat dioptimalisasi dan kurangnya dokumen 

kepemilikan aset tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. 

Pengawasan dan Pengendalian Aset 

Inspektorat Kabupaten Kupang melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah sebelum Laporan tersebut diserahkan ke BPK dan melakukan pengawasan pada 

proses tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah. Selain itu Pemerintah Kabupaten 

kupang juga menggunakan aplikasi SIMDA BMD untuk memudahkan dalam pengawasan 

dan pengendalian aset tetap. Dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak internal yaitu 

para pengguna barang dan pengelola barang serta BPKP, maka akan mempengaruhi kualitas 

laporan keuangan yang lebih baik. Faktor pendukung dalam pengawasan dan pengendalian 

adalah SDM yang memadai yang dapat membantu dalam menjalankan tugas pengawasan. 

Sedangkan faktor penghambat adalah kondisi geografis Kabupaten Kupang yang 

mengakibatkan petugas sulit mengjangkau daerah di Kecamatan yang berada di Amfoang 

dan Semau untuk melakukan pengawasan. 

Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa manajemen aset dalam 

penatausahaan aset tetap mulai dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi 

aset, serta pengawasan dan pengendalian aset yang baik maka akan meningkatkan kualitas 

laporan keuangan yang baik. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Usiyani dan Rahmazaniati 

(2022) yang menunjukkan bahwa setiap pengelolaan barang milik daerah yang di lakukan 

dengan baik akan menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik juga dan penelitian oleh 

Widiati (2021) yang menyatakan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap yang 

dilakukan, maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan. 

2. Upaya Penatausahaan Aset Tetap dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan 

Keuangan 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten kupang adalah sebagai berikut: 

a) Pernyataan komitmen dari Bupati Kupang dan jajarannya untuk menertibkan 

penatausahaan aset tetap 

Pernyataan komitmen dari Bupati Kupang dan jajarannya untuk menertibkan 

penatausahaan aset tetap sesuai dengan surat Bupati Kupang Nomor HK.180/1.217/VI/2022 

tanggal 25 Juni 2022, surat Sekretaris Daerah Nomor BKAD.T/856/900/VII/2022 tanggal 2 

Juli 2022, dan surat Kepala BKAD Nomor BKAD.T/857/900/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022. 

b) Membentuk tim inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2022   

Berdasarkan rekomendasi BPK, Bupati Kupang telah membentuk tim inventarisasi 

barang milik daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 

226/KEP/HK2022 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten 

Kupang Tahun 2022 tanggal 21 Februari 2022; 
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c) Melakukan penelusuran terhadap aset tetap yang belum diketahui keberadaannya 

Permasalahan aset tetap yang belum ditemukan keberadaannya merupakan 

permasalahan yang selalu dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang setiap tahun. Tim 

khusus yang dibentuk oleh Bupati Kupang merupakan tim yang akan melakukan penelusuran 

serta penatausahaan aset tetap. 

d) Melakukan pencatatan aset tetap yang telah ditelusuri kedalam KIB 

Temuan terkait aset tetap yang belum dilakukan pencatatannya juga masih menjadi 

permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, oleh sebab itu pemerintah 

juga terus berupaya secara bertahap dalam mencatat aset tetap kedalam KIB.  

e) Melengkapi dokumen aset tetap Kabupaten Kupang serta melakukan proses penilaian 

aset tetap secara tepat dan benar. 

Bupati Kupang telah menetapkan hasil penilaian taksiran barang milik daerah melalui 

Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 970/KEP/HK/2022 tentang Perubahan atas 

Keputusan Bupati Kupang Nomor 740/KEP/HK/2022 tentang Penetapan Nilai Taksiran 

Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Kupang 

Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Kupang juga terus menerbitkan sertifikat dan bukti 

kepemilikan yang sah bagi aset tetap yang belum jelas kepemilikannya 

f) Melakukan Bimbingan Teknis penatausahaan aset tetap bagi bendahara barang agar 

dapat meningkatkan kualitas SDM pada tingkat satuan kerja. 

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam penatausahaan aset tetap. 

Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas SDM maka Pemerintah Kabupaten Kupang 

melakukan Bimbingan Teknis terkait penatausahaan aset tetap yang berbasis aplikasi 

SIMDA BMD. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Penatausahaan Aset Tetap 

1. Inventarisasi Aset Tetap telah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan aturan 

yang berlaku akan tetapi terdapat beberapa permasalahan. Penyebab inventarisasi 

belum dilakukan dengan baik adalah terbatasnya SDM dan kurangnya kesadaran 

pegawai untuk mengembalikan aset tetap milik daerah yang digunakan selama masa 

kerja saat terjadi mutasi atau pensiun sehingga mengakibatkan petugas sulit dalam 

menginventarisasikan aset tetap tersebut. 

2. Pemerintah Kabupaten Kupang sudah melakukan strategi atau upaya dalam legal 

audit yaitu dengan cara menerbitkan dokumen legal audit dan melakukan 

pengamanan aset. 

3. Pemerintah Kabupaten Kupang telah melaksanakan penilaian aset sesuai dengan 

Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Penilaian barang milik 

daerah dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau 

pemindahtanganan BMD. 

4. Pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kupang 

adalah melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum Laporan 

tersebut diserahkan ke BPK dan melakukan pengawasan pada proses tindak lanjut 

yang dilakukan oleh perangkat daerah. 

Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penatausahaan Aset Tetap 

1. Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini adalah 

kecukupan pengungkapan yaitu dengan kurangnya bukti kepemilikan pada 

penatausahaan aset tetap dan kurangnya SDM pada tingkat unit/satuan kerja. 
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2. Faktor pendukung yaitu sistem informasi manajemen dan SDM pada tingkat 

pengelola yang memadai, adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan 

pengelolaan aset tetap yang lebih baik, dan upaya pemerintah untuk terus melakukan 

bimbingan teknis terkait penatausahaan aset tetap. 
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